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ABSTRAK 

 

Imam Rafka Dafi, 201810115105, Akibat Hukum Tidak Tercapainya Perdamaian Dalam 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Debitur Berdasarkan Undang-Undang No. 37 

Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)” 

Dalam menjalankan suatu bisnis biasanya selalu terdapat permasalahan yang beragam, salah 

satunya masalah hutang piutang. Permasalahan ini biasanya terjadi karena salah satu pihak 

melakukan wanprestasi yang menyebabkan kompleksnya masalah yang terjadi, dari sudut pandang 

nasabah sebagai kreditur menginginkan kepastian hukum terkait piutang yang dimilikinya dibayar 

sesegera mungkin saat jatuh tempo. Dari sudut pandang pelaku usaha sebagai debitur menghendaki 

utang piutang diselesaikan secara kekeluargaan, melihat situasi dan kondisi kemampuan 

membayar debitur. 

 

Tidak tercapainya perdamaian dalam PKPU, tidak hanya berdampak kepada debitur namun juga 

dapat berdampak kepada kreditur. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan 

menganalisis bagaimana pengaturan mengenai perdamaian dalam penundaan kewajiban 

pembayaran utang (PKPU) yang ditolak oleh kreditur dan akibat hukum bagi debitur akibat tidak 

tercapainya perdamaian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif, yaitu penelitian kepustakaan, yang akan menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif 

analitis. Sumber data yang gunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang dikelola 

secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan konkrit yang dihadapi. 

 

Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa tidak tercapainya rencana perdamaian pada proses 

PKPU oleh para kreditur yaitu  tawaran pembayaran yang berbentuk restrukturisasi utang dan/atau 

restrukturisasi perusahaan tidak dapat meyakinkan para kreditur yang tidak disetujui oleh lebih 

dari 1/2 (satu per dua) kreditur konkuren yang hadir mewakili 2/3 (dua per tiga) dari seluruh 

tagihan dan ditolak oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) kreditur separatis yang hadir dan mewakili 

2/3 (dua per tiga) dari seluruh tagihan berdasarkan hasil voting yang hadir pada rapat kreditur yang 

dipimpin oleh hakim pengawas pada masa PKPU Sementara. Akibat hukum tidak tercapainya 

rencana perdamaian dijatuhi putusan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh majelis hakim 

pengadilan niaga, serta harta debitur langsung berada dalam keadaan insolvensi, oleh karena itu 

terjadi pelimpahan kewenangan pengurusan harta dari debitur kepada kurator untuk membereskan 

harta pailit debitur yang ditujukan untuk pembayaran piutang para kreditur. Putusan tersebut 

bersifat final and binding dan tidak dapat diajukan upaya hukum. 

 

 

Kata kunci: gagal bayar, penundaan kewajiban pembayaran utang, keputusan   kepailitan 
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ABSTRACT 

 

Imam Rafka Dafi, 201810115105, Legal Consequences of Not Achieving Reconciliation in 

Postponement of Payment of Debt Obligations by Debtors Based on Law no. 37 of 2004 

concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU)” 

In running a business, there are usually various problems, one of which is the problem of accounts 

payable. This problem usually occurs because one of the parties defaults which causes the 

complexity of the problems that occur, from the customer's point of view as a creditor they want 

legal certainty regarding their receivables to be paid as soon as possible when they are due. From 

the point of view of business actors as debtors, they want debts to be settled amicably, considering 

the situation and condition of the debtor's ability to pay. 

The non-achievement of peace in the PKPU does not only affect the debtor but can also have an 

impact on the creditor. Therefore, this study aims to examine and analyze how the arrangements 

regarding peace in the postponement of debt payment obligations (PKPU) are rejected by 

creditors and the legal consequences for debtors due to not achieving peace. The research method 

used in this research is normative juridical, namely library research, which will produce a 

descriptive analytical study. The source of data used in this study is secondary data which is 

managed deductively, namely drawing conclusions from a general problem to the concrete 

problems faced. 

The results of the study, it can be concluded that the creditors did not achieve the reconciliation 

plan in the PKPU process, namely the offer of payment in the form of debt restructuring and/or 

corporate restructuring could not convince creditors who were not approved by more than 1/2 

(one half) of the concurrent creditors. those present represented 2/3 (two thirds) of all bills and 

were rejected by more than 1/2 (one half) of the separatist creditors who were present and 

represented 2/3 (two thirds) of all bills based on the voting results present on creditors meeting 

chaired by the supervisory judge during the Temporary PKPU. The legal consequence of not 

achieving the reconciliation plan was a bankruptcy decision with all the legal consequences by 

the judges of the commercial court, and the debtor's assets were directly in a state of insolvency, 

therefore there was a delegation of authority to manage assets from the debtor to the curator to 

settle the debtor's bankrupt assets intended for payment of receivables. creditors. The decision is 

final and binding and cannot be submitted for legal action. 

 

 

Keywords: failure to pay,suspension of payment,bankruptcy decision 
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